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KAJIAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Lembaga Keuangan Syariah Mikro
Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang
didirikan untuk masyarakat mikro, adanya lembaga keuangan mikro ini dapat
membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya. Menurut Undang-
undang No.1 tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro merupakan sebuah
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk masyarakat mikro dengan
memberikaan jasa untuk dilakukan pengembangan usaha dan adanya
pemberdayaan masyarakat. Jasa yang diberikan ini dilakukan melalui
pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada anggota lembaga keuangan
mikro tersebut maupun kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebagai
pengembangan usahanya dan sebagai dana untuk memulai usahanya, adanya
pengelolaan simpanan, selain itu juga adanya pemberian jasa konsultasi untuk
pengembangan usaha yang dilakukan tidak hanya untuk mengejar keutungan

(Baskara, 2013).

Lembaga keuangan mikro saat ini semakin banyak berdiri baik didaerah-
daerah kecil maupun perkotaan dan provinsi pada tahun 2015 Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mencatat 600 ribu lebih Lembaga Keuangan mikro yang
berdiri di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya berdiri

berdasarkan prinsip konvensional, saat ini banyak berdiri lembaga keuangan
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syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan
syariah mikro yang berdiri berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan pada
ajaran agama Islam, lembaga keuangan syariah mikro ini menjadi salah satu
lembaga keuangan yang banyak menjadi perhatian di tengah banyaknya
lembaga keuangan mikro yang saat ini banyak bermunculan seperti koperasi
yang berbasiskan konvensional. Lembaga keuangan syariah mikro ini menjadi
perhatian yang menarik karena banyak lembaga keuangan syariah mikro yang
belum lama berdiri akan tetapi sudah berkembang cukup baik, hal ini terjadi
pada lembaga keuangan mikro berbasis. Lembaga keuangan mikro syariah
terdiri dari beberapa lembaga pertama Baitul Maal Wat Tamwil, Bank

Perkreditan Rakyat Syariah, dan Koperasi lainnya. (Dede, 2015)

2. BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga pengelola harta
yang dijalankan dengan melakukan penyaluran dana non-profit dan program
pembiayaan, serta pemberdayaan dll. Kegiatan Penyaluran dana non-profit
yang dilakukan oleh BMT seperti Zakat, infak, dan Sedekah yang diberikan
kepada orang-orang yang tepat seesuai dengan Kriteria yang sesuai dengan
ketentuan Syariah. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga
keuangan mikro (koperasi) berbasis syariah dan berlandaskan pada ajaran
agama Islam menjadi salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang

memiliki beberapa cabang yang berdiri di Indonesia. Baitul Maal Wat Tamwil
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(BMT) secara etimologis terbagi menjadi 2 arti yaitu Baitul Maal yang artinya
rumah uang dan Baitul tamwil yang artinya rumah pembiayaan. Baitul Maal
atau rumah uang berarti adanya pengumpulan dana yang dilakukan dalam
lembaga ini yang berasal dari kegiatan sosial yang dilakukan berupa infaq,
zakat, dan Sadagah, serta dalam hal ini adanya pembiayaan yang diberikan
sesuai dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan tanpa adanya
prinsip bunga atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh
atas pembiayaan tersebut (Baskara, 2013). Baitul Maal wat Tamwil saat ini
sudah mulai berkembang dibeberapa daerah maupun perkotaan salah satunya
yaitu di DIl.Yogyakarta sebanyak 42 Unit Baitul Maal wat Tamwil berdiri.
Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang saat ini berdiri dan
menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat dikatakan dekat dengan
masyarakat. BMT memiliki peran yang penting dalam mendorong
peningkatan ekonomi di masyarakat atau terjadinya mobilitas sosial di
masyarakat. BMT dapat mendorong perekonomian bagi anggotanya atau
masyarakat melalui tanggung jawab dan pembiayaan yang diberikan kepada
anggota loyal dari BMT tersebut. Selain itu BMT sebagai lembaga yang dekat
dengan masyarakat diyakini dapat membantu dalam upaya pemberdayaan
masyarakat, program-program pemberdayaan masyarakat diyakini dapat
membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan saat ini di
Indonesia karena dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh

BMT maka masyarakat dapat memperbaiki ekonomi mereka dimulai dari
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lembaga keuangan yang dapat membantu seperti pengembangan usaha dengan

pemberian modal yang diberikan oleh BMT (Hardi, 2013).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) saat ini menjadi salah satu lembaga yang
diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan yang merupakan
salah satu permasalahan yang masih terus terjadi dari sebelum Negara
Indonesia merdeka hingga saat ini. Selain hal tersebut BMT juga diharapkan
dapat mengurangi minat masyarakat terhadap peminjaman dana kepada para
lintah darat yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dan meminta uang
kembali dengan menambahkan bunga dengan presetase yang besar, hal
tersebut tentunya akan memberatkan masyarakat dan tidak sesuai dengan
syariah. Sehingga, dengan adanya Baitul Maal Wat Tamwil diharapkan dapat

memberikan harapan positif dimasyarakat.

BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu
perbankkan atau lembaga keuangan mikro yang lebih berfokus pada
pembiayaan yang dioperasaikan sesuai dengan ajaran Islam. Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah beroperasi sama dengan Bank Pembiayaan Konvensional
hanya saja pada BPRS segala kegiatan keuangan dan program-program yang
dijalankan didalam lembaga keuangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Lembaga Keuangan

Mikro Berbasis Syariah tentunya mempunyai Dewan Pengawas Syariah
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sebagai pengawas lembaga keuangan tersebut untuk menilai dan memberikan
masukan terkait apakah prosedur yang dijalankan oleh lembaga keuangan
sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat dapat
berdiri dan dapat beroperasi setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia
sebagai Sebagai Cetral Perbankkan di Indonesia. BPRS dalam menjalankan
mengoperasikan kegiatan usahanya atas beberapa kegiatan diantaranya
melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito dan menyediakan

pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Buchori et .al, 2003).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah banyak berdiri di Indonesia
termasuk salah satunya dikota Yogyakarta sudah terdapat 11 BPRS yang
terdaftar di OJK pada Januari 2015. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
menjadi salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang menjalankan
usahanya dengan berbagai pembiayaan yang diberikan pada masyarakat,
seperti pembiayaan motor, pembiayaan pendidikan, serta pembiayaan-
pembiayaan lainnya. Pembiayaan ini menjadi salah satu sarana untuk
meminimalisir kemiskinan, semakin besar pembiayaan dan pengawasan yang
dijalankan dengan berbagai bidang pembiayaan yang diberikan maka hal
tersebut dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat yang memperoleh
pembiayaan dan akan meningkatkan status sosialnya dimasyarakat, serta

munculah pergerakan mobilitas sosial vertikal yang baik dimasyarakat.
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4. Mobilitas Sosial

Pada dasarnya setiap masyarkat memiliki sifat yang dinamis yaitu
cenderung ingin adanya suatu perubahan baik hal tersebut disadari maupun
tidak. Perubahan terbagi atas 2 hal yaitu perubahan yang dapat berlangsung
cepat maupun perubahan secara lambat, perubahan yang dimaksud disini
seperti perubahan perilaku, nilai dan norma, kekuasaan, perilaku, interaksi
sosial antar masyarakat dan perubahan-perubahan lainnya (Lidun, 2015).
Mobilitas Sosial merupakan suatu pergerakan sosial yang terjadi
dimasyarakat, pergerakan diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi
dimasyarakat dari kelas sosial satu naik kekelas sosial lainnya atau berpindah
kestatus sosial laiinya (Latif, 2016).

Perubahan strata sosial dalam mobilitas sosial cenderung bisa diterapkan
pada masyarakat terbuka, karena pada masyarakat terbuka lebih
memungkinkan untuk terjadi perubahan strata sedangkan pada masyarakat
yang cenderung tertutup akan sulit pula untuk terjadinya adanya perubahan
strata. Mobilitas sosial dapat terjadi melalui beberapa faktor diantaranya ada
faktor internal yaitu dari dalam diri individu seseorang seperti keinginan untuk
mengubah diri dalam mengubah standar hidup, cara berfikir lebih maju dan
lain sebagainya. Selain itu ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi
mobilitas sosial diantaranya adanya lembaga pendidikan, lembaga keuangan
termasuk lembaga keuangan syariah mikro yang memberikan pembiayaan
kepada para anggotanya maupun masyarakat. Pada beberapa faktor-faktor

tersebut dapat membantu masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial,
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perubahan mobilitas melalui beberapa hal diatas dapat terjadi dalam jangka
waktu singkat maupun dalam jangka waktu panjang.

Faktor pendorong mobilitas sosial yang dapat dilakukan melalui adanya
faktor eksternal yaitu Lembaga Keuangan Syariah Mikro salah satunya, dapat
dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro membantu dalam pergerakan
mobilitas sosial karena didalam lembaga keuangan syariah mikro sebagai
salah satu lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab kepada
anggotanya maupun masyarakat dalam memberikan pembiayaan. Mobilitas
Sosial dapat terhambat dengan adanya beberapa faktor yang
memepengaruhinya salah satunya yaitu adanya kemiskinan yang terjadi
dimasyarakat. Kemiskinan merupakan keadaan yang terjadi dimasyarakat
dimana seorang individu atau keluarga mengalami ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan pokoknya. Kemiskinan dapat
diminimalisir salah satunya melalui lembaga keuangan syariah mikro, dimana
pada lembaga keuangan syariah mikro memiliki tanggung jawab yaitu salah
satunya memberikan pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat maupun anggota apabila
diberikan dalam waktu jangka panjang dan dilakukan pengawasan hingga
pembiayaan tersebut dapat bermanfaat lebih termasuk memperbaiki
perekonomian dari yang menerima pembiayaan, maka disini lembaga

keuangan syariah mikro dapat mendorong mobilitas sosial.
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Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Lembaga Keuangan Mikro

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep bisnis yang
sangat dominan dalam pelaporan bisnis suatu perusahaan dan merupakan
suatu kegiatan yang wajib dilakukan. CSR ini wajib dilakukan oleh
perusahaan salah satu tujuan dilakukannya hal tersebut untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial dimasyarakat (Finarti & Putra, 2015). Selain kegiatan
tanggung jawab sosial ini perlu dilakukan juga harus adanya suatu pelaporan
CSR sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan.
Pelaporan CSR saat ini semakin banyak dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan, salah satu alasan dari meningkatnya tingkat pelaporan tanggung
jawab sosial karena saat ini CSR wajib untuk dilaporkan oleh perusahaan yang
sebelumnya pelaporan CSR masih bersifat sukarela bagi perusahaan.
Pelaporan CSR seharusnya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan manufaktur
maupun perusahaan yang bergerak dibidang sejenis akan tetapi perusahaan
yang bergerak di jasa keuangan juga seharusnya dapat melaporkan setiap
kegiatan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang bergerak dibidang
keuangan yang dimaksud yaitu perusahaan perbankkan termasuk perbankkan
syariah (Junaidi, 2015).

Dalam setiap perusahaan tentunya memiliki kebijakan mengenai CSR dan
bagaimana menghasilkan suatu analisis laporan secara merinci dari setiap
aktivitas sosial yang dilakukan. Menurut The world Businnes Council for
Sustainable Development (WBCSD), CSR adalah suatu komitmen bisnis

dimana konsep ini memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
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berkelanjutan melalui adanya kerjasama dengan komunitas disekitar
lingkungan bisnis maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas
kehidupan.

Suatu pertanggung jawaban sosial biasanya dilaporkan dalam sustainability
Reporting yang berisi pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan,
sosial, pengaruh dan Kkinerja organsasi dan produknya didalam konteks
pembangunan berkelanjutan. Dalam pengungkapan CSR ada beberapa
perusahaan yang melakukan pengungkapan ini dengan beberapa alasan yaitu

dapat dilihat dari beberapa teori yang mendasari antara lain :

1. Teori Legitimasi, Khoirudin (2013) menjelaskan teori legitimasi salah satu
teori yang mendasari pengungkapan CSR, program CSR dilakukan
perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi
dari masyarakat. Artinya apabila suatu perusahaan mendapatkan legitimasi
dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan terus berkembang
ditengah-tengah masyarakat serta akan mendapatkan keuntungan pada masa

datang.

2. Teori Stakeholder, menjelaskan CSR menurut teori ini dilakukan untuk
mengakomodasi  keinginan dan  kebutuhan pemangku kepentingan
(stakeholder), sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas dengan baik
dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar perusahaan (pemangku

kepentingan).
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Adanya suatu perusahaan ataupun lembaga keuangan dengan adanya
alasan-alasan teori yang mendasari diatas maka, Laporan Tanggung Jawab
Sosial sendiri dilaporkan pada para pemangku kepentingan perusahaan yaitu
stakeholder pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada
Lembaga Keuangan Mikro seperti Koperasi dilaporkan kepada para pemangku

kepentingan (Anggota) pada saat Rapat Anggota Tahunan.

Islamic Social Reporting

Semakin meningkatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah
baik lembaga keuangan makro maupun mikro, serta fenomena pelaksanaan
pengungkapan informasi tanggung jawab sosial (CSR) berbasis syariah. Maka
muncul suatu keinginan untuk adanya bentuk CSR berbasis syariah karena
tidak ada CSR berbasis syariah secara baku. Oleh sebab itu muncul Islamic
Social Reporting (ISR) yang di buat oleh AAOIFI dengan menambahkan
item-item yang sesuai dengan ketentuan syariah pada pelporan CSR yang
sebelumnya sudah ada, dan menghilangkan item-tem yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah. Dalam persepektif Islam menurut AAOIFI CSR merupakan
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun institusi keuangan
yang berbasis syariah untuk memenuhi beberapa aspek kepentingan seperti

ekonomi, religius, etika, hukum, dll (Junaidi, 2015).

Dalam konteks Islam, adanya suatu tujuan utama dari adanya sebuah

pelaporan perusahaan adalah adanya suatu bentuk kepatuhan perusahaan
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terhadap syariah, suatu tanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri
melainkan adanya suatu tanggung jawab yang dilakukan antara hubungan
persaudaraan sesame umat manusia (Malli et .al, 2006). Husain dan Rania
(2010), dijelaskan bahwa adanya peningkatan corporate governanance dalam
suatu system keuangan islam merupakan hal mutlak untuk dilakukan, karena
dalam seorang nasabah tentunya membutukan adanya jaminan keamanan atas
dana yang disimpan pada lembaga keuangan salah satunya lembaga keuangan
mikro, return yang kompetitif, adanya pelayanan yang diberikan memuaskan
dan adanya kemudahan untuk seorang nasabah/anggota mengakses informasi
mengenai unit lembaga keuangan mikro tersebut yang dia beri kepercayaan
untuknya menanamkan dana dilembaga keuanngan tersebut. Sedangkan bagi
pihak lembaga keuangan penyaluran dana kepada masyarakat memerlukan
jaminan dengan tingkat pengembalian yang kompetitif. Selain itu dalam islam
suatu pelaporan harus diungkapkan yaitu ada pengungkapan penuh dan

akuntabilitas.
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B. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada studi pustaka ditemukan beberapa referensi terkait
dengan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dan Islamic Social
Reporting (ISR). Artikel tersebut berupa jurnal dan artikel tentang lembaga

keuangan mikro syariah.

Pertama, artikel yang berjudul Urgensi Lembaga Keuangan Mikro dalam
Pengentasan ~ Kemiskinan ~ dan  Pengembangan = Ekonomi  Umat
(informasicoins.wordpress.com) memaparkan tentang bagaimana seharusnya
lembaga keuangan mikro syariah dapat berkontribusi dengan baik dan jelas
untuk membantu megurangi angka kemiskinan dan membangun ekonomi

umat :

1) LKMS memiliki peluang untuk membangun ekonomi umat dengan
melihat jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan suplai barang dan
jasa, pasar Indonesia sangatlah menarik, maka LKMS harus berkomitmen

kuat untuk dapat membantu pembiayaan terrhadap UMKM terutama.

2) Kendala yang paling besar yang dihadapi oleh usaha mikro yaitu akses
terhadap modal, terutama bagi usaha mikro didaerah pedesaan akan amat

sulit untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan/Bank.

3) LKMS disini berfungsi untuk memperdayakan masyarakat yang sulit

mengakses modal di perbankkan dikarena alasan-alasan klasik yang
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menyebabkan sektor Usaha mikro Indonesia tidak dapat bersaing dengan

UMK dinegara-negara lain.

4) Menurut Bambang Ismawan ada beberapa alternative LKMS dapat

melayani masyarakat miskin di pedesaan yaitu :

1. Banking of the poor, yaitu mobilisasi keuangan yang didasarkan dari

kemampuan masyarakat itu sendiri.

2. Banking with the poor, yaitu memanfaatkan lembaga yang sudah ada
seperti lembaga swadaya masyarakat, hal ini akan menguntungkan
kedua belah pihak untuk lembaga keuangan dapat menambah nasabah,
sedangkan untuk masyarakat miskin dapat medapatkan bantuan

keuangan.

3. Banking for the poor, yaitu menekankan pada penggalangan sumber

daya modal yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

Kedua, artikel yang berjudul Lembaga Mikro Syariah Harus Lebih Lincah
dari “Lintah Darat” (gerhanaikas.woodpress.com) dalam artikel ini
memaparkan kondisi masyarakat kecil di Indonesia saat ini yang belum begitu
memahami bagaimana cara mendapatkan modal dan adanya pinjaman
berbunga, bagaimana Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini dapat membantu

mengubah orientasi masyarakat yang tadinya konsumtif menjadi produktif :

1) Dengan mengembangkan sektor UMKM dapat membantu meningkatkan

perekonomian di Indonesia, karena hampir separuh masyarakat Indonesian
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3)

4)
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sebagai pelaku UMKM 114.144.082 orang (kementrian koperasi dan

UMKM 2013)

Masih banyak masyarakat yang mengambil modal untuk usahanya dari
para rentenir (Lintah Darat), disini para lintah darat sangat lincah untuk

menarik masyarakat yang membutuhkan dana.

Diadakannya program Laku Pandai yaitu pelayanan keuangan tanpa
kantor, program ini tidak hanya melayani tabungan saja melainkan juga
melayani masyarakat yang membutuhkan modal keuangan, dapat
mengajukan melalui perbankkan maupun lembaga keuangan yang telah
ditunjuk oleh pemerintah daerah masing-masing. Program ini dibuat oleh

OJK Tahun 2015 kemarin.

Selain adanya program laku pandai yang dibuat OJK lembaga keuangan
mikro syariah dapat menyebarkan virus ekonomi syariah yaitu menjadi
lebih lincah dari lintah darat. Hal ini dapat dilakukan dengan berani
“jemput bola” mendatangi masyarakat untuk menyebar luaskan bagaimana
sistem keuangan syariah yang lebih mudah diakses dan tanpa adannya

bunga.



